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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai 

upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi 

bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa  

1. kepolisian D.I. Yogyakarta telah memberikan perlindungan hukum dan 

rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. 

Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian D.I. Yogyakarta ialah : 

a. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta,

antara lain : 

1) Memproses dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan 

terhadap setiap laporan terkait tindak pidana kekerasan terhadap 

anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,  

2) Memberikan perlindungan hukum dalam bentuk tidak 

mempublikasikan identitas anak sebagai korban, 

3) Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban tindak 

pidana kekerasan, kepolisian melakukan pendekatan secara 

personal, 
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b. Rehabilitasi yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta, antara lain: 

1) Rehabilitasi Sosial 

2) Rehabilitasi Medis 

2. Hambatan yang dialami kepolisian D.I. Yogyakarta dalam memberikan 

perlindungan hukum dan rehabilitasi, yaitu : 

a. Kendala secara umum, yaitu : 

1) Psikolog melakukan konseling lebih dari satu kali, sehingga 

waktu yang dibutuhkan teralu lama, 

2) Keterbatasan sarana dan pra sarana yang dimiliki kepolisian D.I. 

Yogyakarta, 

3) Tinggi laporan masyarakat tidak sesuai dengan sumber daya 

manusia yang ada di kepolisian khususnya D.I. Yogyakarta, dan 

4) Pelapor memberikan alamat yang tidak sesuai. 

b. Kendala dari korban, yaitu : 

1) Korban itu sendiri mengalami ketakutan atau terauma sehingga 

kepolisian sulit mendapat informasi, 

2) Terkadang karena keterbatasan korban, dalam hal ini korban 

tidak mampu berbicara atau tunawicara sehingga sulit 

mendapatkan informasi, 

3) Keluarga korban biasanya mencabut laporan sebelum proses 

penyidikan dimulai, 

4) Terkadang kejadian dan pelaporan mempunyai rentang waktu 

yang cukup jauh. 
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B. Saran 

Saran yang diberikan penulis atas pembahasan tentang upaya 

kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi 

anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, yaitu : 

1. Berkaitan dengan pemberian rehabilitasi kepada anak yang menjadi 

korban tindak pidana kekerasan, selain bekerjasama dengan pihak-pihak 

atau instansi terkait seharusnya Kepolisian D.I. Yogyakarta juga 

memberikan pengawasan secara langsung saat proses rehabilitasi yang 

diberikan kepada anak yang menjadi korban, agar anak merasa aman 

sehingga tidak ada ketakutan akan ancaman yang datang, 

2. Kepolisian D.I. Yogyakarta diharapkan lebih banyak lagi melakukan 

sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak tindak 

pidana kekerasan terhadap anak, 

3. Kepolisian D.I. Yogyakarta diharapkan lebih tegas lagi dalam 

memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena anak 

adalah generasi penerus bangsa atau tunas bangsa,

4. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia dan sarana dan pra 

sarana di Kepolisian D.I. Yogyakarta, karena tingginya laporan 

masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak.    
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